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andar lampung, Rabu (29 Desember 2021) — Badan
BPemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi
Lampung hari ini menyerahkan 2 (dua) Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) pada Semester || Tahun 2021 pada

Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021

Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di

pada Pemerintah

Bandar Lampung; dan

2. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan

Pendidikan VVokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan

Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun
Anggaran 2020 s.d.

Pemerintah Provinsi

Semester | 2021 pada
Lampung di Bandar Lampung

dan Instansi Terkait Lainnya.

Penyerahan LHP ini diserahkan langsung dengan
menerapkan protokol kesehatan oleh Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama, kepada
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, serta Ketua DPRD
Provinsi Lampung, Mingrum Gumay. Dalam sambutannya

Kepala Perwakilan BPK Provinsi

Lamut ke Hal 2
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Lampung menyampaikan bahwa sebelum LHP diserahkan,
BPK telah meminta tanggapan pada Pemerintah Provinsi
Lampung terkait konsep rekomendasi BPK, termasuk
rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya terhadap pemeriksaan pada Semester || Tahun
2021 juga telah disampaikan rekomendasi sebagaimana

yang dimuatdalam LHP.
Sesuai Pasal 20 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan
hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah
laporan hasil pemeriksaan diterima.

Gubernur dan Ketua DPRD akan segera menindaklanjuti
rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi
Lampung dan berharap hasil pemeriksaan dapat
mendorong dan memotivasi Pemerintah Provinsi Lampung
untuk terus memperbaiki pengelolaan dan

pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.

BF’K Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun 2021
yang diadakan pada tanggal 29 November s.d. 4 Desember
2021 yang diikuti oleh 92 orang peserta dan satu orang
peserta adalah penyandang disabilitas.

Pelaksanaan SKB CPNS tersebut dilakukan di Ruang
Auditorium lantai 3, Kantor BPK Perwakilan Provinsi
Lampung dengan menerapkan standar protokol kesehatan
COVID-19.

SKB CPNS diikuti lulusan dari berbagai disiplin ilmu yaitu

Akuntansi, llmu Ekonomi Studi Pembangunan, llmu Hukum,

llmu Komunikasi, Manajemen, Sastra Inggris, Sistem
Informatika, Statistika, Teknik Informatika, Teknik
Lingkungan, Teknik Sipil, llmu Komputer, Sistem Informasi,
dan Administrasi Perkantoran yang akan mengisi formasi
sebagai pemeriksa, pranata computer dan pengolah data

informasidan hukum.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK Provinsi
Lampung Andri Yogama menyatakan kepada para peserta
bahwa dalam seleksi ini jangan pernah berpikir untuk
melakukan kecurangan karena jika nanti diterima dan

bekerja di BPK akan bertugas mencari kecurangan



Penyerahan LHP Semester |l Tahun 2021
BPK Perwakilan Provinsi Lampung

2021 pada Pemkab Pesisir Barat dan Instansi Terkait
Lainnya;

. Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bank
Pembangunan Baerah Tahun Buku 2020 dan Semester
| 2021 pade-PT-Bank Pembangunan Daerah Lampung
di Bandar Lampung.

Penyerahan LHP ini diserahkan secara virtual oleh Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama. Dalam
pidatonya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung
menyampaikan bahwa sebelum LHP diserahkan, BPK telah
meminta tanggapan pada Pemerintah Kabupaten, Kota,
serta Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
terkait. kopsap reakomendasi BPK, termasuk rencana aksi
atau action plan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya
terhadap pemeriksaan pada Semester || Tahun 2021 juga
tel~h disampaikan rekomendasi sebagaimana yang dimuat
dalam LHP.
Sesuatl Pasal 20 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan
hasil pemeriksaan selembal-lambatnya 60 hari setelah
laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil
pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah
dan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
untuk terus memperbaiki pengelolaan dan
pedanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Misli Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam
—==-nbutannya mewakili Bupati/Walikota mengatakan bahwa
akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai
dengan rekomendasi dan pemeriksaan yang telah
dilaksanakan dapat meminimalisir berbagai bentuk
penyimpangan dan penyelewengan sehingga terwujud
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
Lamarsono, dalam sambutannya mewakili Ketua DPRD
Kabupaten/Keta mengatekan bahwa LHP akan menjadi
‘vattan perbaikan bagi segenap jajaran-Pemerintah Daerah
dan selaku Pimpinan DPRD sesuai kewenangannya akan
menindaklanjuti dan membahasnya dengan pihak terkait,
serta akan melakukan pengawasan.




MASYARAKAT ADAT

LAMPUNG
SAIBATIN

Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah
persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus,
dan Lampung Barat.

Seperti juga Suku Pepadun, Suku Saibatin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis
keturunan ayah. Meski demikian, Suku Saibatin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

“Saibatin" bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin,
hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis
karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara
tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat.

Ciri lain dari Suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger
(sigekh) atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk (sigokh lekuk pitu). Tujuh pucuk ini
melambangkan tujuh adoq, yaitu suttan, raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas. Selain itu, ada pula yang
disebut awan gemisir (awan gemisikh) yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, diantaranya dalam
prosesi pernikahan.

Di lingkungan masyarakat adat Saibatin, ada perbedaan antara golongan penyimbang batin (keturunan bangsawan
saibatin garis lurus) dan golongan orang biasa. Golongan penyimbang batin dapat diketahui dari kepemilikan dan hak
menggunakan benda-benda perlengkapan adat. Sedangkan golongan lainnya adalah golongan masyarakat yang tidak
mempunyai benda-benda perlengkapan adat dan tidak berhak memakainya. Bagi masyarakat adat Saibatin, tertutup

kemungkinan bagi golongan bangsawan lebih rendah untuk meningkatkan diri menjadi golongan bangsawan yang 'ebih
tinggi.
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